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BAB 1
PENGANTAR PENTINGNYA
PEMBINAAN UMKM DAN BUMDESA

Dalam menjalankan usaha diperlukan sebuah studi
kelayakan apakah sebuah wusaha layak atau tidak layak
diajalankan. Jika layak untuk dijalankan , landasan apa saja
yang menjadikan layak dan juga jika tidak layak, faktor-faktor
apa saja yang menyebabkan ketidak layakan usaha tersebut.
Studi kelayakan bisnis juga berguna untuk memperhitungkan
kemungkinan apakah bisnis tersebut dapat bersaing dan
bertahan diantara para kompetitornya sekaligus melihat
kemungkinan pengembangan bisnis di masa depan dilihat
dari berbagai aspek/sudut pandang.

Mengingat bahwa kondisi yang akan datang dipenuhi
dengan ketidakpastian, maka diperlukan pertimbangan-
pertimbangan tertentu karena di dalam studi kelayakan
terdapat berbagai aspek yang harus dikaji dan diteliti

kelayakannya sehingga hasil daripada studi tersebut
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digunakan untuk memutuskan apakah sebaiknya proyek atau
bisnis layak dikerjakan atau ditunda atau bahkan dibatalkan.
Hal tersebut di atas adalah menunjukan bahwa dalam studi
kelayakan akan melibatkan banyak tim dari berbagai ahli yang
sesuai dengan bidang atau aspek masing-masing seperti
ekonom, hukum, psikolog, akuntan, perekayasa teknologi dan
lain sebagainya. Dan studi kelayakan biasanya digolongkan
menjadi dua bagian yang berdasarkan pada orientasi yang
diharapkan oleh suatu perusahaan yaitu berdasarkan
orientasi laba, yang dimaksud adalah studi yang menitik-
beratkan pada keuntungan yang secara ekonomis, dan
orientasi tidak pada laba (social), yang dimaksud adalah studi
yang menitik-beratkan suatu proyek tersebut bisa dijalankan
dan dilaksanakan tanpa memikirkan nilai atau keuntungan
ekonomis.

Walaupun sudah dilakukan identifikasi, tidak
menutup kemungkinan suatu usaha atau proyek tersebut

mengalami hambatan dan resiko meleset dari yang



diharapkan. Terlebih apabila tidak dilakukan identifikasi
kelayakan sama sekali. Selain itu, dengan dilakukan
identifikasi, dapat memberikan pandangan kedepan serta
meminimalkan hambatan yang timbul di masa yang akan
datang. Ketidakpastian dimasa yang akan dating menjadi satu
hal yang perlu diperhitungkan dalam menjalankan usaha atau
proyek yang akan dijalankan.

Strategi  pengembangan model Tetrapreneur
merupakan model pengembangan yang harus difokuskan
oleh BUMDES dalam meningkatkan daya saing di pasar
ekonomi (Fatimah,2018). Tetrapreneur adalah terobosan
inovasi Desa yang berbasis empat pilar wirausaha yaitu:
Chainpreneur, merupakan rantai pasokan bisnis mulai dari
hulu ke hilir. Marketpreneur adalah sarana bertukarnya nilai
produk. Qualitypreneur yaitu kualitas produk melalui SDM
yang berkualitas; dan Brandpreneur berupa merek produk
yang dapat memperkuat posisi strategis dalam pasar

ekonomi.



Pada intinya bahwa Desa yang mempunyai sumber
daya yang luar biasa, akan kalah bersaing jika tidak dapat
menciptakan kesejahteraan masyarakatnya di era persaingan
bebas yang membutuhkan wupaya ide kreatif dalam
mengembangkan modal sosial yang dimilikinya (Rahmatika,
2019). Pengembangan usaha dan perekonomian masyarakat
Desa merupakan hal penting untuk diperhatikan, apabila
dapat dioptimalkan dengan baik akan memberikan dampak
yang luar biasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,
serta berkembang dan eksisnya Desa tersebut dan kemudian
akan memberikan dampak positif secara nasional dalam
menghadapi persaingan pasar bebas (Harmiati dan Zulhakim,
2017).

BUMDES Air Putih Jaya Yang beralamat di ]L
Syahbandar Air Putih Kecamatan Bengakalis merupakan salah
satu dari BUMDES di Kabupaten Bengkalis yang sedang proses
berkembang. Saat ini BUMDES Air Putih Jaya telah memiliki 3

unit Usaha yaitu UED SP, Usaha Perdagangan took pangan dan
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perdagangan Batu Bata. Pada tahun 2021 ini, BUMDES Air
Putih Jaya berencana membuka satu unit usaha lagi yaitu
Outlet BUMDES Air Putih Jaya. Sebelum rencana usaha
tersebut dijalankan, BUMDES Air Putih merasa perlu untuk
melakukan suatu studi kelayakan bisnis atas rencana usaha
tersebut agar dapat diketahui apakah rencana pendirian
outlet tersebut dapat diteruskan atau tidak. Untuk mendekati
pada kondisi sebenarnya, maka studi kelayakan usaha
tersebut akan dipetakan menggunakan model tetrapreneur
yang memang dibuat untuk mengukur kelayakan bisnis dan

mengetahui strategi pengembangan usaha BUMDES.

BAB 11
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MODEL TETRAPRENEUR

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu yang

menjadi indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu
perekonomian. Sering kali kemajuan suatu perekonomian
ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan
oleh perubahan output. Secara umum teori tentang
pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokan menjadi dua,
yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori
pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan
ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan
efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori
yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain
Adam Smith, David Ricardo. Adapun teori lain yang
menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi
modern. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah
satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini

menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi
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pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan
semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki
pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap
penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas
produksi. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya
peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan
output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto
(PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
dalam suatu wilayah.15 Pertumbuhan ekonomi adalah proses
kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya
pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka
panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan
suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat
aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana
suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke
waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan
itu sendiri. Perkembangan ekonomi mengandung arti yang

lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi
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masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada
umunya didefinisikan sebagai suatu proses yang
menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk
suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh
perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi
merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi
terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan
perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus
berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir
perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya
ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa
ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan dibidang
organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi baik
legal formal maupun informal. Terdapat tiga faktor atau
komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai
berikut: a. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau
jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan

fisik, dan modal. b. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa
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tahun selajutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.

c. Kemajuan teknologi.

B. Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kerakyatan
Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana

orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam
berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi terhadap
kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang
mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan
bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan
kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya
dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. 18
Dahama dan Bhatnagar mengungkapkan prinsip-prinsip
pemberdayaan mencakup: 1. Minat dan kebutuhan,
pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat
dan kebutuhan masyarakat; 2. Organisasi masyarakat bawah,
pemberdayaan akan efektif jika mampu
melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak

dari setiap keluarga/kekerabatan; 3. Keragaman budaya,
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pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman
budaya, perencanaan harus sesuai dengan budaya lokal; 4.
Perubahan budaya, setiap kegiatan pemberdayaan akan
mengakibatkan perubahan budaya; 5. Kerjasama dan
partisipasi, pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu
menggerakan  partisipasi masyarakat untuk selalu
bekerjasama dalam melaksanakan program-program
pemberdayaan yang telah dirancang. Ekonomi kerakyatan
(Demokrasi ekonomi) adalah sistem ekonomi nasional yang
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk
semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota
masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
masyarakat (rakyat) dalam mengendalikan jalannya roda
perekonomian. Menurut Prof. Mubyarto, ciri-ciri ekonomi
Kerakyatan adalah: 1. Roda perekonomian digerakkan oleh
rangsangan ekonomi sosial dan moral; 2. Adanya kehendak

yang kuat dari seluruh masyarakat terhadap keadaan
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pemerataan sosial yang disebut “egaliterism” yang sesuai
dengan asasasas kemanusiaan; 3. Prioritas kegiatan ekonomi
adalah menciptakan sistem perekonomian yang tangguh dan
nasionalisme yang menjiwai ekonomi; 4. Koperasi menjadi
soko guru bagi rakyat; 5. Adanya kejelasan kegiatan
perekonomian dalam menunjang kesejahteraan sosial

Model empat pilar wirausaha Tetrapreneur
merupakan sebuah teori dalam melakukan pengembangan
dan peningkatan usaha dengan menggunakan pendeketan-
pendekatan melalui 4 (empat) faktor dasar yang terdiri dari
Chainpreneur, Marketpreneur, Qualitypreneur, dan

Brandpreneur (Fatimah, 2018)
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PASAR WIRAUSAHA
Al WIRAUSAHA
RANT, Sadar skuivias dan profil pasar
Kerakyatan-Xearifan Loks! dalam
P s untuk pemenuhan kebutuhan,
ke inginan dan harapan pelanggen

atra 2
Marketpreneur
innovative point of view to identify
entrepreneurs need in each stage by
projecting market activities that
satisfy consumer’s needs, wants and
expectations.

Chainpreneur

New approach to describe
entrepreneurial condition by using
Supply Chain Philosophy.

Qualitypreneur
Quality Approach to provide
practical recommendations within
characteristics of able to satisfy
stated or implied of entrepreneur’s
< eeds, wants & expectations.

Brandpreneur

Strategic association to foster
entrepreneur growth by using
Brand Value Approach te assign
‘responsible’ stakeholder
distinctively.

3 a4
KUALITAS WIRAUSAHA “7 Sumtwr, Rk Fariman (2016] Qg MEREK WIRAUSAHA
Praktek terbalk untuk sadar dan Keﬁ:r;:::::i:: I:e:‘;a;:n
profil proses bisnis dan dini dalsm m:vvarvfdan ‘u:t i fnr 4
memeanuhi kebutuhan, keinzinan e i et

dan harmpan pelanzgan mensuburkan fahan
3 J kewirzuzanaan ke dunia

Gambar 1. Model TetrapreneurSumber : Fatimah, 2018

A. Chainpreneur

Chainpreneur atau yang disebut dengan Rantai
Wirausaha  merupakan  suatu  pendekatan  untuk
mendeskripsikan bagaiaman rantai kewirausahaan itu
berlangsung atau bagaimanasuplai distribusi dari produk-
produk yang dipasarkan yang terdiri dari semua pihak, baik

secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk
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memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan (Fatimah,
2018). Tujuan dengan adanya rantai pasokan diharapkan
dapat memberikan nilai surplus dari setiap produk yang

didistribusikan dipasaran.

B. Marketpreneur

Marketpreneur (Pasar Wirausaha) merupakan sebuah
sudut pandang yang inovatif mengenai kondisi yang ada di
pasar usaha terkait dengan kebutuhan para pengusaha untuk
memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen secara
keseluruhan. Untuk mempertahankan nilai profitabilitas,
dalam berbisnis harus sadar bagaiamana caranya dapat
mengahsilkan produk yang berkualitas dan efesiensi
beroperasi sehingga dapat menguasai pasar ekonomi yang
bertanggung jawab baik kepada konsumen, investor,

regulator maupun pemerintah(Ferrel dkk, 2014).

C. Qualitypreneur
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Qualitypreneur (Kualitas Wirausaha) merupakan
sebuah rekomendasi bagaimana seorang pengusaha mampu
menghasilkan usaha yang berkualitas sehingga dapat
bertahan dengan segala keadaan. Biasanya ukuran untuk
menilai tingkat kualitas sebuah wusaha dilihat dari
karakteristik dan inovasi yang dimiliki wirausaha dalam
memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang tesirat maupun

tersurat (Sower, 2018).

D. Brandpreneur

Brandpreneur (Merek Usaha) merupakan pendekatan
berkaitan dengan nilai merek suatuproduk yang ada di pasar
ekonomi. Benchmarking adalah salah satu teknik wirausaha
global yang terkenal untuk mendorong pertumbuhan usaha
melalui pendekatan nilai merek sehingga dengan

brand/merek yang dimiliki produk yang dihasilkan wirausaha
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dapat berkompetisi dengan produk yang lain dipasar ekonomi
secara khas dan mampu mendapatkan posisi yang strategis di
pasar dan mempertahankan siklus hidupnya (Keller dkk,

2019).
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BAB III
KONSEP RENCANA USAHA

(BUSINESS PLAN)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan
lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan
pemerintah desa, yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan
potensi desa. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015
Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa, melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa,
yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan
usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
Dibentuknya BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa adalah
salah satu bentuk peran pemerintah sebagai kekuatan untuk
membantu terciptanya peningkatan kesejahteraan melalui

penciptaan produktivitas ekonomi bagi desa. Tujuan utama

|16



dibentuknya BUMDes yaitu untuk meningkatkan Pendapatan
Asli Desa (PADes) guna memperkuat perekonomian desa.
Sebagai lembaga usaha desa, pembentukan BUMDes benar-
benar ditujukan untuk memaksimalkan potensi masyarakat
desa, baik potensi ekonomi, sumber daya alam (SDA) maupun
sumber daya manusia (SDM). Dalam mencapai tujuannya,
BUMDes bekerja dengan memanfaatkan aset dan potensi yang
dimiliki oleh desa, serta bersumber pada modal penyertaan
dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga
usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah
desa, yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Badan Usaha
Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Desa, melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa, yang dipisahkan
untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk
kesejahteraan masyarakat Desa. Dibentuknya BUMDes

sebagai lembaga ekonomi desa adalah salah satu bentuk peran
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pemerintah sebagai kekuatan untuk membantu terciptanya
peningkatan kesejahteraan melalui penciptaan produktivitas
ekonomi bagi desa. Tujuan utama dibentuknya BUMDes yaitu
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) guna
memperkuat perekonomian desa. Sebagai lembaga usaha
desa, pembentukan BUMDes benar-benar ditujukan untuk
memaksimalkan potensi masyarakat desa, baik potensi
ekonomi, sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya
manusia (SDM). Dalam mencapai tujuannya, BUMDes bekerja
dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki oleh
desa, serta bersumber pada modal penyertaan dari
Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dan
dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pendirian BUMDes, yaitu Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah

No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Undang-Undang No. 6
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Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang No. 32 Tahun 2004
yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dalam
penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta
masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan
keistimewaan suatu daerah dalam sistem NKRI. Dalam Pasal
213 ayat (1) dijelaskan bahwa Desa dapat mendirikan Badan
Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
Hal tersebut di tinjaukan dalam rangka meningkatkan
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah
dengan lebih memperhatikan aspekaspek hubungan antar
susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah,
potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan

persaingan global dengan memberikan kewenangan kepada
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daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dalam
kesatuan sistem penyelengaraan pemerintah negara.
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa,
dalam pasal 78 menjelaskan bahwa dalam rangka
meningkatkan pendapatan masyarakat desa, Pemerintah desa
dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan
kebutuhan dan potensi desa, yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa, dan berpedoman pada Perundang-undangan,
serta berbentuk badan hukum. Dalam pasal 79 dijelaskan
bahwa BUMDes sebagai usaha desa yang dikelola oleh
pemerintah Desa, memiliki modal yang berasal dari
Pemerintah Desa; tabungan masyarakat; bantuan pemerintah;
pinjaman; dan penyertaan modal pihak lain. Selain itu juga
dijelaskan mengenai kepengurusan BUMDes yang terdiri dari
Pemerintah Desa dan masyarakat. Penjelasan lain terkait
BUMDes pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005,
dijelaskan dalam pasal 80 yang menyatakan bahwa BUMDes

dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan
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perundang-undangan, yang dapat dilakukan setelah
mendapat persetujuan BPD. Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes diatur dalam
pasal 81, yaitu didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten
atau Kota yang sekurang-kurangnya harus memuat bentuk
badan hukum; kepengurusan; hak dan kewajiban;
permodalan; bagi hasil usaha; kerjasama dengan pihak ketiga;
mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban. Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa
penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa didasarkan pada Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Dalam UndangUndang
ini juga menjelaskan mengenai pengaturan BUMDes yang
tercantum pada bab X sebanyak empat pasal, yaitu pasal 87
sampai dengan pasal 90. Pasal-pasal tersebut menjelaskan

mengenai  pendirian BUMDes, pengembangan dan
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pemanfaatan hasil usaha BUMDes. Pada pasal tersebut
disebutkan jika BUMDes dapat menjalankan kegiatan usaha di
bidang ekonomi, dan atau pelayanan umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini
menunjukkan bahwa BUMDes dapat menjalankan berbagai
usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan, mikro,
perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Sebelum
diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014,
pembentukan BUMDes juga berdasarkan pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan
Usaha Milik Desa. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa untuk
meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam
penyelenggaraan  pemerintahan dan  meningkatkan
pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha
ekonomi masyarakat desa, didirikan badan usaha milik desa
sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Secara
keseluruhan, peraturan tersebut menjelaskan mengenai

Badan Usaha Milik Desa, mulai dari ketentuan umum,
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pembentukan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan,
ketentuan peralihan sampai dengan ketentuan penutup
terkait dengan BUMDes. Namun sejak diundangkannya
peraturan baru, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2015 maka
peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pengaturan lain yang menjelaskan mengenai BUMDes diatur
dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Desa. Dalam undangundang tersebut menetapkan
mengenai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Tentang Pendirian, Pengurusan
dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.1
Undang-Undang tersebut merupakan peraturan yang
menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun
2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam pasal 1
dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya
disebut sebagai BUMDes adalah badan usaha yang seluruh

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
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